BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
2.1
Pengertian Perusahaan

Perusahaan berasal dari kata ‘usaha’ yang berarti tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai sesuatu. Menurut rumusan-rumusan penting dari UU No. 3/1982, usaha ialah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun yang dilakukan dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan/yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 


Menurut Drs. Lincolin Arsyad ,M.Sc, Perusahaan adalah organisasi yang berorientasikan pada laba (profit oriented) yang membeli input dan jasa-jasa input serta menjual barang-barang dan jasa. 

2.2
Bentuk Pemilikan Perusahaan di Indonesia


Bentuk usaha atau bentuk pemilikan bisnis ada yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan Badan Hukum yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan pendirinya atau para pengurusnya. Para anggota tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaannya di luar yang tersebut dalam saham yang dimiliknya.


Perusahaan bermacam-macam, tergantung dari jenis badan usahanya. Badan usaha adalah badan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari usahanya (profit motive). Badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain sebagai berikut :

2.2.1
Firma atau Vennotschap Onder Firma (VOF)


Sesuai namanya firma merupakan badan usaha yang “melakukan” perusahaan dengan “satu nama” namun pemiliknya terdiri dari beberapa orang yang telah menyepakati nama yang telah mereka pilih. Firma artinya nama bersama, misalnya dipakai nama salah seorang anggota, atau singkatan dari nama bersama. Maka, unsur-unsur firma meliputi :

-
Adanya Manutschap (kerja sama orang-orang yang memasukkan modal)

-
Menjalankan perusahaan

-
Mempunyai nama bersama (C.V. Langsung, C.V. Damai, C.V. Laris, dll).


Didalam kitab Undang-undang Perdata, Firma didefinisikan sebagai usaha untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan tujuan untuk membagi-bagi hasil yang didapatkan dari persekutuan itu. Kepemimpinan firma dilaksanakan oleh para pemilik dan mereka bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya terhadap hutang-hutang perusahaan.


Permodalan berasal dari pemilik dengan suatu jumlah yang diatur bersama dan kemungkinan ada yang hanya memasukkan keahlian kedalam firma. Dalam persekutuan terdapat dua orang atau lebih orang bekerja sama dibawah satu nama untuk menjalankan perusahaan. Hal-hal yang relevan patut diketahui mengenai firma adalah sebagai berikut:

1.
Pertanggung jawaban para pesero dalam Firma.


Para pesero mengemban tanggung jawab renteng dan penuh. Renteng artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau seorang pesero melibatkan semua pesero, turut bertanggung jawab dan penuh yang berarti tiap pesero bertanggung jawab tidak sekedar uang atau saham yang disetor, melainkan harta pribadi yang dimilikinya. Oleh karena itu, firma biasanya beranggotakan lingkungan keluarga, famili, dan teman-teman terpercaya. Firma harus didirikan dihadapan notaris sebagai syarat keabsahan.

2.
Berakhirnya sebuah Firma.


Firma berakhir karena dibubarkan oleh pesero (likuidasi) dan atau karena dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2.2.2
Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennotschaf (CV)


Persekutuan komanditer adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau lebih sekutu pengurus yang bertanggung jawab penuh, dengan seseorang atau lebih sekutu yang merupakan pemberi modal dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal penyertaannya. CV hampir sama dengan Firma. Letak bedanya adalah bahwa dalam CV ada pesero aktif, yang bertanggung jawab renteng dan penuh. Ada pula pesero tidak aktif atau sleeping partner. Berarti ada CV murni yang para peseronya aktif, dan ada CV campuran dimana modalnya dimiliki dari kesatuan antara pesero aktif dan pesero non aktif. 


Bentuk usaha ini mempunyai 2 jenis anggota, yaitu :

1.
Anggota pengurus, yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya.

2.
Anggota komanditer, yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetornya.


Peserta komanditer tidak boleh menjalankan pekerjaan kepengurusan. Jika dia turut dalam kepengurusan, maka dia akan bertanggung jawab dengan seluruh hartanya. Pendirian sebuah CV tidak dituntut untuk dilakukan dihadapan notaris.

2.2.3
Perseroan Terbatas (PT)

Sebuah PT didirikan dengan akte notaris. Akte harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, kemudian didaftarkan pada pengadilan Negeri dan diummumkan dalam nerita Negara. Permodalan PT terdiridari saham-saham. Para pemegang saham ini adalah pemilik PT, dan pemegang kekuasan tertinggi ada pada rapat umum pemegang saham (RUPS).


Untuk mengatur perusahaan yang berbentuk PT agar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, telah dikeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS.


Sebagai pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang PT yang baru ini ialah bahwa peraturan tentang PT sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1874, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Pembaharuan pengaturan tentang PT ini merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Pasal-pasal yang penting kita ketahui diantaranya seperti dikemukakan dibawah ini. Apabila ingin mengetahui lebih dalam, maka harus dibaca dan dipelajari secara keseluruhan UU No. 1/1995  tentang Perseroan Terbatas yang ditetapkan tanggal 7 maret 1995 (LN No. 13 Tahun 1995), yaitu :

a.
Pengertian-pengertian Dasar mengenai Perseroan Terbatas (PT)
1.
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam  undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2.
Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

3.
RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. 

4.
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

b.
Pendirian sebuah Perseroan Terbatas
1.
Pendiri

a.
Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud “orang” adalah orang peseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

b.
Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

2.
Pemegang Saham

a.
Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.  

b.
Dalam hal setelah lampau jangka waktu, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. 

c.
Modal Perseroan

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham sebagaimana dimaksud diatas dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya (pasal 24).


Besarnya modal dasar PT sebagai berikut :

1.
Modal dasar perseroan paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2.
Undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan.


Perubahan besarnya modal dasar dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian (pasal 25).


Minimal modal dasar yang ditempatkan dalan PT adalah sebagai berikut:

1.
Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar.

2.
Setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan. 


Cara penambahan modal perseroan adalah sebagai berikut :

1.
Perubahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Yang dimaksud dengan “Modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

2.
RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud diatas kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 tahun.

d.
Kepengurusan Perseroan
1.
Direksi


Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi. Tugas Direksi adalah mengurus perseroan yang meliputi pengurusan sehari-hari. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Direksi.


Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.


Anggota Direksi diangkat melalui RUPS. Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. 


Kewajiban anggota Direksi :

1.
Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; dan Daftar Pemegang Saham dibuat sesuai dengan ketentuan.

2.
Menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.  

2.
Komisaris.


Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kata “Komisaris” mengandung pengertian sebagai “organ”, komisaris lazim juga disebut “Dewan Komisaris” sedangkan sebagai “orang perseorangan” disebut “anggota komisaris”. Sebagai “organ”, komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.  


Apabila pemilik perusahaan perseorangan seperti toko, percetakan, dan sebagainya ingin mendapat tambahan modal berupa pinjaman dari Bank, maka diperlukan surat untuk melengkapi permohonan pinjaman seperti sertifikat tanah, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMBA), SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten/ Kotamadya setempat. 


Dari berbagai macam bentuk dari Badan Usaha diatas, pembahasan mengenai  Perusahaan kali ini, akan dibatasi hanya kepada masalah Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). hal ini dikarenakan saat sekarang ini banyak sekali bentuk dari PT yang mulai marak berdiri.
2.3
Tinjauan Publishing Secara Umum


Dalam buku yang berjudul “Pengantar Penerbitan“ karya Sofia Mansoor (1993) yang diterbitkan oleh penerbit ITB Bandung. Dalam buku itu mangatakan Publishing berasal dari Bahasa Inggris yang kalau diartikan kedalam Bahasa Indonesia berarti penerbit. Kata penerbit dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata terbit yang berarti keluar untuk diedarkan (tentang buku, surat kabar, dll). Jadi kata penerbit sebagai bentukan kata terbit berarti, orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dsb. Jelaslah bahwa kata penerbit berkaitan dengan bahan tertulis antara lain buku dan majalah. 


Pada masa Gutenberg karya seorang penulis langsung diperbanyak dengan mesin cetak, walapun mesin cetak waktu itu tidak secanggih mesin cetak yang sekarang ini. Proses ini terus berkembang dan semakin banyak orang menuliskan gagasannya. Sayangnya tidak semua orang yang kaya gagasan itu dapat menulis dengan baik sehingga dirasakan perlunya orang lain untuk menuliskan, memeriksa, dan memperbaiki karya tulis itu sebelum di perbanyak. Maka berkembanglah peran Editor buku atau penyunting, yaitu orang yang tugasnya menangani sebuah karya tulis sehingga penyajiannya lebih baik , Sofia Mansoor (1993). Perkembangan pekerjaan editor buku atau pengedit dan perkembangan alat cetak, secara berangsur-angsur menciptakan dua pihak yang mengkhususkan pekerjaannya masing-masing, disatu pihak penulis dibantu oleh Editor atau penyunting minyiapkan karya tulis atau naskah, sementara dipihak lain pemilik mesin cetak membantu penulis memperbanyak naskahnya. Pihak yang pertama kemudian berkembang menjadi  pihak penerbit sedangkan pihak kedua menjadi pencetak.


Perkembangan bahasa Indonesia menyebabkan pihak pertama tetap disebut sebagai penerbit sedangkan pihak kedua lebih dikenal sebagai percetakan. Dengan demikian, jelaslah bahwa penerbit adalah pihak penulis dan penyunting yang menyiapkan naskah, sedangkan perecetakan adalah pihak yang memperbanyak naskah yang disiapkan oleh penerbit. Dalam perkembangan percetakan tidak hanya menunggu pesanan cetakan naskah dari penerbit, namun juga mencetak berbagai pesanan barang cetakan lain seperti brosur, surat undangan, kalender, poster, dan lain-lain.

2.4
Organisasi Penerbit


Diatas sudah dikemukakan ruang lingkup pekerjaan penerbit dan percetakan secara singkat dapatlah diulangi bahwa percetakan bertugas menerima pesanan barang cetakan,mencetaknya (memperbanyaknya) lalu menyerahkan hasilnya kepada pemesan.Sementara itu penerbit bertugas menerima naskah mengolahnya (antara lain mengedit atau menyuntingnya), meminta bantuan percetakan untuk mencetaknya menjadi buku dalam jumlah tertentu, lalu menyebarkan buku itu melalui toko buku. Dengan mengacu kepada tugas penerbit, Sofia Mansoor (1993) mengatakan ada empat bagian dasar dalam sebuah penerbit yaitu :

-
Bagian yang menerima naskah.

-
Bagian yang mengolah naskah.

-
Bagian yang meminta bantuan percetakan.

-
Bagian yang berhubungan dengan toko buku.


Berikut ini tabel struktur dasar Organisasi penerbit menurut Sofia Mansoor (1993).
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Bagian pertama menerimah naskah, bertugas mementukan apakah sebuah naskah akan diterima untuk diterbitkan atau ditolak, tugas ini dibebankan kepada sejumlah orang yang bergabung dalam dewan penyunting yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin penerbit. Bila Dewan Editor buku atau dewan penyunting akhirnya memutuskan bahwa naskah diterimah untuk diterbitkan, maka naskah akan diteruskan pada bagian yang kedua, yaitu bagian yang mengolah naskah (bagian penyuntingan). Disini naskah ditangani bersama oleh dewan editor buku atau dewan penyunting dan pengarang sampai keadaannya layak untuk diterbitkan. Setelah tahap penyuntingan selesai, dimulailah tahap yang ketiga, yaitu saat penerbit meminta bantuan percetakan untuk memperbanyak naskah itu dalam bentuk buku. Tugas ini dibebankan pada bagian produksi. Akhirnya setelah buku jadi dan diterima dari percetakan, maka bertugaslah bagian ke empat dalam sebuah penerbit, yaitu bagian promosi dan penjualan. Bagian ini memperkenalkan buku kepada masyarakat dan menyalurkannya ke toko buku yang akan menjualnya kepada pembaca buku. Selain ke empat bagian ini, tentu sja ada bagian-bagian lain di penerbit seperti bagian yang mengurus soal gudang atau tempat penyimpanan buku, bagian keuangan, dan bagian yang mengurus soal karyawan. 


Secara garis besar, bagan dasar organisasi seperti itu (seperti diatas) pada bagan tersebut terlihat jelas letak ke empat bagian utama penerbit sebagai mana diuraikan diatas. Diluar penerbit ditunjukan pula empat pihak lain yang berkaitan erat dengan penerbit yaitu pengarang, penelaah dan toko buku. Tanpa ke empat pihak luar ini, kegiatan penerbit tidak mungkin berlangsung mulus. Tanpa pengarang penerbit tak akan mendapatkan naskah. Tanpa penelaa penerbit mungkin sulit menetukan kelayakan terbit suatu naskah.Tanpa percetakan, naskah akan sulit diperbanyak menjadi buku dan tanpa toko buku, penerbit akan mendapatkan kesulitan menyalurkan buku terbitannya.


Selanjutnya semakin besar sebuah penerbit, semakin rumit pula bagan organisasinya karena semakin banyak bagian yang menangani berbagai bidang. Misalnya bila sebuah penerbit  yang besar menerbitkan berbagai macam buku,mungkin bagian Editor buku atau penyunting perlu lebih rinci,sesuai dengan jenis buku yang diterbitkannya.Mungkin perlu ada bagian yang khusus menangani buku anak-anak, buku fiksi, buku kewanitaan, buku komputer, buku ekonomi, dan sebagainya. Dalam hal demikian kotak penyuntingan pada gambar bagan di atas, dapat bercabang-cabang sesuai dengan berbagai jenis buku yang ditanganinya Sofia Mansoor (1993).


Bila jumlah pengarang yang diikat oleh penerbit amat banyak mungkin diperlukan bagian yang khusus menangani masalah kontrak dengan pengarang, ini disebut bagan kontrak yang juga dapat ditempatkan sebagai cabang bagian penyuntingan. Bila penerbit itu berkecimpung pula dalam penerjemahan buku, mungkin diperlukan bagian khusus untuk menangani bidang ini, disebut bagian penerjemahan. Bergantung pada luasnya lingkup kerja bagian ini. Bagian penerjemahan dapat ditempatkan sejajar dengan bagian penyuntingan atau cukup sebagai salah satu cabangnya. Hubungan dengan penerbit di luar negeri mungkin memerlukan bagian khusus pula, yaitu bagian luar negeri, tetapi mungkin juga bagian ini cukup dimasukan sebagai kegiatan bagian penerjemahan. 


Bagian produksi mungkin juga diperluas bila kegiatannya amat beraneka ragam. Misalnya, mungkin diperlukan bagian yang khusus berhubungan dengan perancang, dengan toko kertas, atau dengan percetakan.Ketiganya dapat merupakan cabang bagian produksi.


Kemungkinan perluasan Bagian Promosi dan Penjualan adalah dengan dibentuknya cabang yang menangani khusus promosi dan pemasaran, penjualan di Jawa dan luar Jawa, ekspor, dan sebagainya.

2.5
Tugas Penerbit


Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar penerbitan” Sofia Mansoor (1993) menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan. Bila dirinci lebih lanjut adalah :

1.
Mencari naskah. Penerbit harus meneliti pasar dan memperkirakan buku apa yang perlu diterbitkan untuk mengisi kebutuhan pasar.

2.
Mencari pengarang dan menyediakan diri untuk dicari pengarang, kadang-kadang penerbit harus bersaing dengan penerbit lain dalam hal ini.

3.
Meneruskan hasil penelitian pasar kepada pengarang yang mungkin berminat untuk menulis buku tentang perkara yang dikehendaki masyarakat.

4.
Menilai naskah pengarang, memperkirakan biaya untuk penerbitan naskah itu, dan meramalkan kelarisannya.

5.
Mengolah naskah sehingga memenuhi dambaan pengarang dan keinginan pembaca.

6.
Menghubungi perancang dan percetakan yang sesuai dengan buku terbitannya.

7.
Mempromosikan buku terbitannya kepada pembaca melalui media masa, penyalur, toko buku, atau jalur lain.

8.
Mengatur pengadaan dan penyimpanan buku dalam gudang sehingga memudahkan bila ada pesanan.

9.
Menjalin hubungan baik dengan jaringan penjualan buku.

10.
Mengurus kontrak dengan pengarang dan membayarkan uang jasa baginya. 

2.6
Penerbit Dan Terbitannya 


Dewasa ini jenis terbitan,dalam hal ini buku,sangat beraneka ragam,sehingga pada umumnya penerbit mengkhususkan diri menerbitkan satu atau dua macam terbitan saja.Penerbit ITB misalnya,hanya menerbitkan tingkat Universitas,penerbit mizan menerbitkan buku bernafaskan Islam,dst.Contoh penerbit yang menerbitkan berbagai jenis buku adalah Gramedia dan Remaja Karya.

2.6.1
Jenis penerbit menurut buku terbitannya.


Menurut Sofia Mansoor (1993) Dalam bukunya “Pengantar Penerbitan “ penerbit dapat digolongkan antara lain : 

1.
Penerbit Buku Umum


Penerbit buku umum merupakan,penerbit yang menitik beratkan usahanya pada penerbit buku fiksi,buku karya pengarang terkenal, adalah penjualan Hak cipta terjemahan kepada penerbit di luar negeri kebanyak buku-buku umum ini bacaan dewasa.

2.
Penerbit buku anak-anak.


Penerbit jenis ini selalu menitik beratkan buku anak-anak dan sudah tentu untuk anak-anak.

3.
Penerbit buku khusus


Dalam kelompok ini terdapat penerbit buku pelajaran sekolah dasar dan menengah (selanjutnya disebut penerbit buku sekolah). Penerbit buku Universitas, penerbit buku ilmiah dan penerbit buku agama. Pembaca sasaran penerbit jenis ini sudah jelas dan ini memudahkan perkiraan jumlah buku yang dicetak. Pembaca sasaran yang sudah pasti ini pun memudahkan promosi buku oleh penerbit. Buku ekonomi misalnya dapat dipasarkan melalui Fakultas Ekonomi. Buku sekolah menengah dapat diajukan kepada depdikbud untuk mendapat rekomendasi pemakaiannya.

2.6.2
Jenis penerbit menurut statusnya 


Penerbit dapat juga dikelompokan menurut statusnya Sofia Mansoor (1993) yaitu :

1.
Penerbit Swasta 


Penerbit swasta adalah penerbit yang dikelola oleh badan swasta, biasanya mengutamakan keuntungan contoh penerbit swasta adalah Intan Pariwara, Angkasa, Ganesha Exact, Bina Cipta, dan lain-lain.

2.
Penerbit Pemerintah 


Penerbit pemerintah adalah penerbit yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan biasanya tidak terlalu mengutamakan keuntungan, melainkan lebih menitik beratkan pemenuhan keperluan pemerintah. Contoh penerbit pemerintah adalah Penerbit ITB, Penerbit IKAPI Semarang Pres, Air langga University pres, yang semuanya bernaung dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan. Contoh lain adalah penerbit Pradnya Paramita, milik Departemen Penerangan.
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